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Kata Kunci: Pertanggungan Risiko, Kerjasama, Peternakan Ayam. 
PT. Karya Semangat Mandiri merupakan satu perusahaan yang bergerak dibidang 
budidaya ayam ras pedaging. Perusahaan ini melakukan kerjasama dengan 
peternak di Aceh. Sejak tahun 2012 sudah ditemukan beberapa kasus risiko dalam 
kerjasama antara kedua belah pihak tersebut. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui pelaksanaan akad syirkah pada kerjasama antara pekerja mitra dengan 
PT. Karya Semangat Mandiri, pelaksanaan pertanggungan risiko dalam akad 
syirkah antara pekerja mitra dengan PT. Karya Semangat Mandiri dan perspektif 
hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah field research, yaitu 
penelitian yang langsung terjun ke lokasi dengan maksud memperoleh data-data 
yang diperlukan. Di samping juga menggunakan library research, yaitu dengan 
cara menelaah terhadap buku, liberatur, catatan, dan laporan yang berhubungan 
dengan masalah penelitian. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan 
cara obsevasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat 
sebelum melakukan kerjasama, peternak haruslah memiliki lahan dan 
menyediakan kandang, setelah semua syarat telah terpenuhi maka perusahaan 
akan memberi pasokan ayam, bibit ayam, pakan ternak, dan obat-obatan. 
Perusahaan akan mengawasi cara kerja peternak mulai dari tahap pemeliharaan 
sampai tahap pemasaran. Perjanjian kerjasama telah disepakati di awal sebelum 
membangun kandang seperti perjanjian bagi hasil dan pertanggungan risiko. 
Dalam mengatasi suatu masalah, PT. Karya Semangat mandiri dan peternak di 
Indrapuri Aceh Besar sudah dilakukan menurut kesepakatan bersama. Sistem 
pertanggungan risikonya pun sudah dikatakan adil karena ketika terjadi kerugian 
sama-sama menanggung risiko yang terjadi, dimana ketika terjadi kebakaran 
peternak dan PT. Karya Semangat Mandiri langsung mengambil tindakan untuk 
menyelesaikan masalah tersebut. Namun, apabila terjadi kerugian yang 
disebabkan oleh peternak, maka seluruh kerugian ditanggung oleh peternak dan 
pihak perusahaan bisa saja memutuskan kontrak kerjasamanya. Jika ditinjau dari 
perspektif akad syirkah dalam kerjasama yang dibangun oleh PT.Karya Semangat 
Mandiri dengan peternak telah sesuai dapat dilihat dari rukun dan syarat dari 
syirkah itu sendiri yaitu Mahal dengan adanya modal dan pekerja. 
Pada   Kerjasama Peternakan Ayam di Kecamatan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN 
SINGKATAN 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 
1. Konsonan 
No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 
1 ا 
Tidak 
dilam 
bangkan 
 61 ط ṭ 
t dengan titik 
di bawahnya 
2 ب b  61 ظ ẓ 
z dengan titik 
di bawahnya 
3 ت t  61 ع ‘  
4 ث ṡ 
s dengan titik 
di atasnya 
61 غ g  
5 ج J  02 ف f  
6 ح ḥ 
h dengan titik 
di bawahnya 
06 ق q 
 
7 خ Kh  00 ك k  
8 د D  02 ل l  
9 ذ Ż 
z dengan titik 
di atasnya 
02 م m 
 
10 ر R  02 ن n  
11 ز Z  01 و w  
12 س S  01 ه h  
13 ش Sy  01 ء ’  
14 ص ṣ 
s dengan titik 
di bawahnya 
01 ي y 
 
15 ض ḍ 
d dengan titik 
di bawahnya 
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2. Konsonan  
 Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal  
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf  Latin 
  َ  Fatḥah a 
  َ  Kasrah i 
  َ  Dammah u 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 
ي  َ  Fatḥah dan ya ai 
و  َ  Fatḥah dan wau au 
 
Contoh: 
 
فيك : kaifa لوه : haula 
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3. Maddah  
 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 
ي /ا  َ  
Fatḥah dan alif atau ya 
ā 
ي  َ  Kasrah dan ya ī 
ي  َ  Dammah dan wau ū 
 
Contoh: 
  لا ق : qāla 
ى م  ر : ramā 
  لْي ق : qīla 
  لْو ق ي : yaqūlu 
 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah (ة) hidup 
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan 
dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah h. 
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c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
 
Contoh:  
 ْلا فْط لاْا  ة  ضْو  ر : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 
َ ا ْة  ر َّو ن  مْلا  ة نْي  د  مْل  : al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul  
 Munawwarah  
 ْة  حْل ط : Ṭalḥah 
 
Catatan: 
 
Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 
transliterasi,  seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 
ditulis sesuai  kaidah  penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 
Mesirm bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia 
tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
Dalam ajaran Islam telah dianjurkan kepada manusia untuk senantiasa 
bekerja dan berusaha mencari rezeki yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber 
ekonomi dengan cara yang diterapkan berdasarkan syariah. Banyak manusia yang 
bekerja dan beraktifitas yang membawa manfaat atau keuntungan baik materi 
maupun non materi. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam, 
mengajarkan prinsip mendasar mengenai tenaga kerja yang terdapat didalam surah 
An-Najm:39. 
Menurut ayat tersebut, jalan menuju kemajuan dan kesuksesan didunia ini 
adalah melalui perjuangan dan usaha. Semakin keras orang bekerja maka semakin 
tinggi pula imbalan yang akan mereka terima. Menurut Nabi Muhammad SAW 
“Allah mencintai orang yang bekerja dan berjuang untuk memenuhi nafkahnya” 
dan “ mencari rezeki yang halal adalah kewajiban sasudah kewajiban utama” 
(Baihaqi).
1
 Hukum Islam telah mengatur kehidupan umat Islam dari seluruh aspek 
kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual (ibadah murni), tetapi juga aspek 
mu‟amalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya. 
Muamalah  telah menjadi kewajban dalam kehidupan sehari-hari, dalam 
suatu lingkup pekerjaan baik pekejaan yang berbadan hukum  maupun yang tidak 
berbadan hukum pastinya saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. 
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 Muhammad Shaif Chaundry, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana,2012), hal. 185 
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Kerjasama yang di maksud yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang 
dimana keuntungan didasarkan pada kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung 
oleh masing-masing mitra usaha yang telah ditetapkan.  
Muamalah juga tidak memandang kedudukan, dengan kata lain muamalah 
boleh dilakukan antara sesama muslim maupun antara muslim dengan  non 
muslim asalkan masih didalam aturan bermuamalah yang di anjurkan dengan 
tidak menjual barang-barang yang diharamkan. Yang paling di tekankan dalam 
kerjasama yaitu kejujuran karena kejujuran itu sangat erat berhubungan dengan 
bisnis suatu kerjasama dalam usaha tertentu. Apalagi di jaman sekarang yang kini 
semakin maju dan teknologinya pun semakin canggih banyak orang memakai cara 
yang tidak jujur di dalam kerjasamanya demi mendapatkan keuntungan yang lebih 
dengan menggunakan akses-akses yang bermunculan. 
Kerjasama dalam Islam disebut dengan syirkah, sebagaimana yang telah 
disebukan dalam surat  As-Shaad : 24. Arti syirkah sendiri yaitu syirkah menurut 
bahasa berarti al-ikhtilah yang artinya campur atau percampuran. Dengan 
demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin, Maksud percampuran disini adalah 
seseorang mencampurkan hertanya dengan harta orang lain sehingga tidak 
mungkin untuk dibedakan. Menurut sayyid sabiq, yang di maksud dengan syirkah 
ialah: akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. 
Dalam kerjasama suatu usaha pasti tidak pernah terlepas dari risiko, baik 
risiko besar maupun kecil. Segala risiko yang berasal dari musibah atau bencana 
yang menimpa manusia merupakan qadha dan qadar Allah SWT. Di antara risiko 
yang terjadi disebabkan oleh bencana alam, kebakaran, kecelakaan, pencurian, 
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penipuan, kecurangan, penggelapan, dan sebagainya yang dapat menimbulkan 
kerugian yang kecil maupun yang besar. Namun, manusia wajib berikhtiar 
memperkecil kerugian yang timbul akibat peristiwa-peristiwa tersebut, baik dalam 
melakukan usaha, kepentingan pribadi maupun perusahaan.
2
  
Risiko juga dihadapi oleh perusahaan-perusahaan, seperti PT. Karya 
Semangat Mandiri. Perusahaan ini dalam melaksanakan kegiatannya akan selalu 
berhadapan dengan berbagai jenis risiko pada kegiatan usahanya, baik risiko yang 
dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang berdampak 
negatif terhadap pendapatan maupun permodalan. Risiko dapat berupa kerugian 
maupun kegagalan suatu usaha dan risiko juga tidak dapat dihindari, akan tetapi 
dapat dikelola dan dikendalikan. 
PT. Karya Semangat  Mandiri merupakan sebuah Perseroan Terbatas yang 
didirikan dan beroprasi berdasarkan hukum Negara Reprublik Indonesia yang 
telah berkembang hampir seluruh Indonesia khususnya Aceh. Salah satunya di 
daerah Indrapuri Aceh Besar, di Indrapuri terdapat 20 kandang yang telah 
dibangun oleh PT. Karya Semangat Mandiri dengan membangun kerjasama 
dengan peternak. Di Perseroan yang salah satu bidang usahanya adalah distribusi 
dan perdagangan sarana produksi peternakan dan hasil-hasil peternakan dan 
bermaksud melakukan kerjasama kemitraan usaha dengan peternak. 
Peternak merupakan salah satu pihak yang melaksanakan usaha 
peternakan atau budidaya ayam ras pedaging. Dalam menjalankan usaha 
peternakan atau bididaya ayam ras pedaging tersebut memerlukan pasokan sarana 
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 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Operasional, (Jakarta: 
Gema Insani,2004), hal.659 
4 
 
 
produksi peternakan, bimbingan teknis pemeliharaan ayam, bantuan manajemen 
usaha, dan bantuan pemasaran hasil produksi peternakan. 
PT. Karya Semangat Mandiri ini Sebelum memulai kerja sama dalam 
membangun peternakan, perusahaan tesebut mencari lahan yang sesuai dalam 
membangun peternakan. Setelah perusahaan mendapatkan lahan yang sesuai, hal 
yang selanjutnya dilakukan ialah dengan mencari para pekerja atau peternak yang 
memiliki lahan tersebut. 
Proses pencarian lahan juga memerlukan strategi yang pas yang letaknya 
berjauhan dengan rumah warga setempat dan juga telah mendapatkan persetujuan 
dengan warga di sekitarannya terutama izin usaha dari geuchik di gampong 
tersebut.
3
 
Kerjasama yang dilakukan oleh peternak dan perusahaan tersebut sama-
sama mengeluarkan modal, seperti halnya peternak mereka  menyediakan lahan 
dan kandang sedangkan perusahaan memberikan ayam, bibit, pakan ternak, obat-
obatan dan semua yang bersangkutan dengan pemeliharaan ayam. 
 Setelah menjalankan usahanya pastinya akan terjadi kerugian dikarenakan  
faktor  alam seperti kebakaran, banjir, angin kencang yang membuat kandang 
rusak  maupun penyakit seperti flu burung dan kerugian disebabkan oleh pekerja 
yang membuat kecurangan seperti penggelapan pakan, bibit, dan obat yang 
menyebabkan kerugian. Perjanjian pekerjaan telah disetujui dari awal sebelum 
pembangunan kandang  yang  dituangkan ke dalam pasal-pasal yang telah di buat 
dalam lembaran kertas perjanjian. Dan ada juga undang-undang perjanjian kerja 
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. Hasil wawancara dengan Imanuddin, Karyawan di PT. Karya Semangat Mandiri, 
tanggal 10 juni 2017,di Banda Aceh 
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sama yang telah di buat sendri oleh perusahan.
4
 Perjanjian kerjasama kemitraan 
dibuat dan ditandatangani pada saat sebelum membangun kandang.  
Diantara 20 kandang yang terdapat di Indrapuri Aceh Besar, ada beberapa 
kandang yang pernah mengalami kerugian dalam menjalankan bisnisnya, ada juga 
yang belum pernah mengalami kendala selama beternak. Kerugian yang pernah 
terjadi dapat menjadi suatu risiko terhadap peternak maupun perusahaan.  
Untuk mengatasi permasalahan diatas maka diperlukan suatu bentuk 
perjanjian dan menganalisa sesuai dengan syarat dan akad syirkah, sehingga risiko 
yang timbul dapat diatasi dan diselesaikan secara baik dan tidak merugikan salah 
satu pihak.
5
 
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul yang 
berkaitan dengan masalah dengan mengangkat judul “Analisis hukum Islam 
terhadap pertanggungan risiko pada kerjasama peternakan ayam di Kecamatan 
Indrapuri Aceh Besar (studi kasus PT. Karya Semangat Mandiri).” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti telah 
merumuskan beberapa hal yang hendak diteliti lebih lanjut, yaitu sebagai berikut : 
1.2.1 Bagaimana pelaksanaan akad syirkah pada kerjasama antara pekerja 
mitra dengan PT. Karya Semangat Mandiri ? 
                                                             
4
 Hasil wawancara dengan Imanuddin, Karyawan di PT. Karya Semangat Mandiri, 
tanggal 10 juni 2017 di Banda Aceh 
5
 Abdul Rahma Ghazali, ddk. Fiqih muamalah, (Jakarta: Prena Media Group,2010), 
hal.71 
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1.2.2 Bagaimana  pelaksanaan  pertanggungan  risiko dalam akad syirkah 
antara pekerja mitra dengan PT. Karya Semangat Mandiri ? 
1.2.3 Bagaimana tinjauan hukum  Islam terhadap pertanggungan risiko pada 
kerjasama peternakan ayam di kecamatan Indrapuri Aceh Besar ? 
 
1.3 Tujuan Penelitia  
  Berdasarka rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
tujuan penelitian adalah : 
1.3.1 Untuk mengetahui pelaksanaan akad syirkah pada kerjasama antara 
pekerja mitra dengan PT. Karya Semangat Mandiri. 
1.3.2 Untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungan risiko dalam akad 
syirkah antara pekerja mitra dengan PT. Karya Semangat Mandiri. 
1.3.3 Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungan risiko 
pada kerjasama peternakan ayam di kecamatan Indrapuri Aceh Besar.  
 
1.4 Penjelasan Ilmiah 
 Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka 
peneliti sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai judul penelitian, 
yaitu Analisis hukum Islam terhadap pertanggungan risiko pada kerjasama 
peternakan ayam di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi kasus PT. Karya 
Semangat Mandiri), adapun penjelasan istilah-istilah yang terdapat didalam 
skripsi ini adalah : 
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1.4.1 Pertanggungan 
Pertanggngan merupakan suatu timbal balik dimana seorang penanggung 
mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi sebagai 
pengganti karena kerugian atau kehilangan akibat suatu peristiwa tertentu. Dalam 
suatu pertanggungan terdapat unsur mutlak yaitu adanya kepentingan, adanya 
peristiwa tertentu, dan adanya suatu kerugian. 
1.4.2 Risiko 
Risiko merupakan tingkatan atau persentase kesempatan ketidaktentuan 
yang diberikan akan terjadi. Dalam asuranji jiwa dan kesehatan, perorangan atau 
kelompok dipertimbangkan untuk dilindungi oleh suatu polis.
6
 Dengan kata lain, 
risiko adalah ketidakpastian yang mungkin akan terjadi terhadap suatu 
perusahaan. Dalam hal ini perusahaan dapa mengantisipasi setiap risiko yang 
mungkin akan terjadi. 
1.4.3 Peternakan  
Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan 
hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. 
pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharan saja, memelihara dan 
peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan peternakan 
adalah mencari kentungan dengan penerapan prinsi-prinsip manejemen pada 
faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal.
7
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 Ali Hasymi, Kamus Asuransi, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), hal. 282 
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 Rasyaf M, Manajemen Peternakan Ayam Kampung,(Yogyakarta:Kanisius,1994), hal.13 
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1.4.4 Akad Syirkah 
Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilah yang artinya campur atau 
percampuran. Dengan demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud 
percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hertanya dengan harta orang 
lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan 
Menurut  sayyid sabiq, yang di maksud dengan syirkah ialah : akad antara dua 
orang berserikat pada pokok harat (modal) dan keuntungan.
8
 
 
1.5 Kajian Pustaka 
Setelah perumusan masalah, maka langkah selanjutnya ialah dapat 
mempelajari penelitian yang selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada 
dengan menggali, mendalami, menelaah, dan mengidentifikasi  apa yang sudah 
dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli penulis ilmiah sebelumnya. 
Penelitian yang berkaitan dengan akad syirkah dan pertanggungan 
risiko ditulis oleh Edi Saputra,Fakultas syariah dan hukum, jurusan Syariah 
Muamalah Wal iqtisad yang membicarakan tentang “Pertanggungan risiko 
ekspedisi pengiriman barang oleh perusahaan kerta gaya pusaka menurut konsep 
ijarah bi al-amal “  
Dalam penelitiannya, penulis menggunakan data deskriptif yaitu dengan 
menggambarkan fakta yang ada dilapangan dari data yang diperoleh, berupa data 
yang memberikan gambaran permasalahan yang terjadi. 
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 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah,( Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002 ), hal.125 
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Kemudian karya tulis yang dipaparkan oleh Abubakar mahasiswa Fakultas 
Syariah dan Hukum jurusan Syari‟ah Muamalah Wal Iqtisad IAIN Ar-Raniry 
Banda Aceh dengan judul “Pola Kerja Kemitraan Antara PT. Karya Semangat 
Mandiri dengan Peternk Ayam potong di Aceh Besar dan Relevansinya dengan 
Konsep Syirkah dalm Fiqih Muamalah” Pada tahun 2011. Dalam penulisannya 
menjelasan tentang sistem kerjasama dengan pola kemitraan, pola kemitraan yang 
diterapkan dalam kerjasama antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan peternak 
ayam potong di Aceh Besar dari sistem bagi hasil, kesepakatan bersama sesuai 
dengan kaedah Syirkah dalam Islam.  
Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh T. Agus Kudrizal yang berjudul 
“Implementasi Waralaba pada Bisnis Kuliner dan Relevansinya dengan Konsep 
Syirkah (studi kasus pada Rumah Makan Wongsolo jln.Imam Bonjol Meulaboh)” 
Fakutas Syariah dan Hukum jurusan Syariah Muamalah Wal Iqtisad IAIN Ar-
Raniry Banda Aceh Tahun 2010. Tulisan tersebut membahas kerja sama waralaba 
rumah makan Wongsolo yang dibuka di Meulaboh yang memiliki karakter 
kerjasama menggunakan akad syirkah, dalam mengaplikasiannya cenderung 
kepada implementasi Syirkah mudharabah, karena pemodal menyerahkan 
sepenuhnya pengelola modal kepada sistem pengelolaan manajemen Wongsolo. 
Oleh karena itu pihak pemodal atau investor harus memiliki kepercayaan dan 
keyakinan penuh kepada pengelola, dimna didalam menjalankan suatu usaha tidak 
hanya berbagi keuntungan tetapi juga sama-sama dalam menangung kerugian. 
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1.6  Metode Penelitian 
Untuk melakukan peneltian yang baik dan benar, maka diperlukan 
beberapa data yang lengkap dengan menggunakan data deskriptif serta didukung 
oleh pengetahuan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta benar-benar 
bermanfaat dan berguna. Beberapa langkah yang ditempuh guna mengumpulkan 
data yang kongkret dan faktual sebagai berikut : 
1.6.1 Jenis penelitian  
Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, maka jenis 
penelitian yang peneliti menggunakan 2 jenis penelitian, yaitu : 
a. Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung 
terjun kelokasi dengan maksud memperoleh data-data yang diperlukan terhadap 
peristiwa yang terjadi di Kecamatan Indrapuri yang berkenaan dengan 
pertanggungan risiko dengan akad syirkah. 
b. Penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian dengan cara 
menelaah terhadap buku-buku, liberatur-liberatur, catatan-catatan, dan laporan-
laporan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang berkenaan dengan 
pertanggungan risiko dengan akad syirkah. 
1.6.2 Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 
metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi. 
a. Wawancara (interview) yaitu melakukan tanya jawab kepada 
narasumber guna meminta keterangan dan pendapat mengenai masalah yang 
11 
 
 
sedang diteliti. Dalam masalah ini yang menjadi narasumber adalah peternak dan 
owner di PT. Karya Semangat Mandiri. 
b.  Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan guna 
mengumpulkan data dalam suatu penelitian dengan cara terjun langsung ke 
lapangan. 
 
1.7 Sistematika pembahasan 
Uraian pembahasan dalam karya tulis ini, akan disusun secara sistematis 
dengan empat bab yang saling mendukung antara satu bab dengan bab yang 
lainnya, yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab sebagai pelengkap, dengan 
rician meliputi : 
Bab satu merupakan bab dengan rincian yang terdiri dari latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, 
metode penelitian dengan beberapa rincian secara sistematis. 
Bab kedua merupakan bab yang terdiri dari pembahasan mengenai 
gambaran umum tentang akad syirkah, yang meliputi pengertian syirkah, dasar 
hukum syirkah, rukun dan syarat syirkah,  serta pendapat ulama tentang syirkah. 
Dan juga tentang pertanggungan risiko yang meliputi pengertian pertanggungan 
risiko, dasar hukum pertanggungan risiko, jenis-jenis risiko. 
Bab ketiga membahas tentang gambaran umum PT.Karya Semangat 
Mandiri, pelaksanaan akad syirkah pada kerjasama, pelaksanaan  pertanggungan  
risiko, dan tentang hukum Islam dalam pertanggungan risiko pada akad syirkah 
terhadap pengelolaan pada PT. Karya semangat mandiri  
12 
 
 
Bab keempat memuat tentang penutup yang berisikan kesimpulan dan 
saran. Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari penelitian yang telah 
dilakukan serta saran-saran dari seluruh pembahasan yang berkaitan dengan 
permasalahan yang akan dibahas nanti. 
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BAB II 
KONSEP SYIRKAH DAN PERTANGGUNGAN RISIKO 
 
2.1  Musyarakah 
Bagi hasil sebagaimana telah disebutkan adalah suatu istilah yang sering 
digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari 
keuntungan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu 
usaha. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, dalam skripsi ini 
hanya akan dibahas mengenai musyarakah atau syirkah. 
2.1.1. Pengertian Syirkah. 
Kata syirkah ) هك رش) dalam bahasa Arab berasal dari kata ك رش  (fi‟il 
madhi),   ك رشي (fi‟il mudhari‟), ةك رش (mashdar): artinya menjadi sekutu atau 
serikat
9
. Menurut arti asli bahasa Arab (makna etimologis), syirkah bararti 
mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi 
dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun menurut makna syariat, 
syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk 
melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.
10
 
Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan 
hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan. Sedangkan 
menurut istilah, para Fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian syirkah, 
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 Ahmad Warson Munawir,  kamus Al-Munawwir, cet ke-1, (Yogyakarta:Al-Munawwir 
krapyak), hal. 765 
10
 Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, cet IV,( Beirut: Darul 
Ummah, 1990), hal. 146 
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diantaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah ialah akad 
antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.
11
 
Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, kata syirkah berasal dari bahasa Arab 
yang berarti persekutuan, perkongsian, dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah 
fiqh, syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih 
untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
12
  
Menurut istilah syara‟, syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau 
lebih dalam bidang usaha atau ekonomi, bekerja sama dalam usaha perdagangan 
atau pada harta (modal), untuk memperoleh keuntungan bersama dengan syarat 
dan ketentuan tertentu yang telah disepakati bersama.
13
 
Dalam Fiqh Muamalah disebutkan, secara etimologi syirkah berarti 
percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. 
Syirkah termasuk salah satu bentuk kerja sama dagang dengan rukun dan syarat 
tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang atau 
perserikatan usaha.
14
 Syirkah menurut bahasa juga berarti al-ikhtilath yang artinya 
campur atau percampuran. Maksudnya yaitu, seseorang mencampurkan hartanya 
dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.
15
  
Dari beberapa pengertian diatas, pada intinya pengertian syirkah adalah 
akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu tertentu di mana 
masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa 
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keuntungan  dan resiko akan  ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.  
Hasil keuntungan dalam musyārakah juga diatur, seperti halnya pada mudharabah, 
sesuai prinsip pembagian keuntungan dan kerugian seperti yang istilahnya 
digunakan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Bagi Hasil. 
Keuntungan dibagi menurut proporsi yang telah disepakati sebelumnya, kedua 
pihak memikul resiko kerugian financial. 
Secara terminologi, ada beberapa definisi syirkah yang dikemukakan oleh 
para ulama fiqh. Menurut Maliki, syirkah adalah suatu kebolehan (keizinan) untuk 
bertindak secara hukum (bertasharruf) bagi dua orang yang bekerja sama terhadap 
harta mereka. Menurut Imam Hambali, syirkah yaitu bersekutuan dalam hal hak 
dan tasharruf. Menurut Imam Syafi‟i, syirkah adalah berlakunya hak atas Sesuatu 
bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Sedangkan menurut Imam 
Hanafi, syirkah adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal 
dan keuntungan. 
Sayyid Sabiq mendefinisikan syirkah sebagai akad antara dua orang yang 
berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.  Menurut Imam Taqiyuddin 
Abu Bakr ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan syirkah adalah 
ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih 
dengan cara yang telah diketahui.  
Idris Ahmad menyebutkan syirkah sama dengan serikat dagang, yakni 
akad dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang 
dengan menyerahkan modal masing-masing, di mana keuntungan dan 
kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. 
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Sedangkan Menurut Heri Sudarsono, syirkah berarti berarti kerja sama antara 
kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak 
memberikan kontribusi dana yang telah ditetapkan dengan keuntungan dan risiko 
yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
16
 
Meskipun definisi yang dikemukakan para ahli diatas secara redaksional 
berbeda, namun pada dasarnya definisi mereka mempunyai esensi yang sama, 
yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang/lebih dalam perdagangan. 
Apabila akad syirkah telah disepakti, maka semua pihak berhak bertindak hukum 
dan mendapat keuntungan terhadap harta serikat itu. 
 2.1.2. Dasar Hukum Syirkah 
Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, 
baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama. Islam 
membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha 
dalam bentuk syirkah, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan 
rekannya.
17
 
Adapun landasan hukum yang diperbolehkannya syirkah yaitu: 
a. Al-Quran  
. . .  ِث ُل ُّ ث ل ا  ِفِ  ُء ا ََكر ُش  ْم ُه  َ ف  َك ِل َٰذ  ْن ِم  َر  َ ث ْك َأ  او ُن ا  َك ْن ِإ َف... 
Artinya:.... Maka apabila mereka itu lebih dari seorang, maka hendaklah 
mereka bersyarikat pada sepertiga bagian....(QS.An-Nisa:12)  
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Menurut para ahli fiqh, ayat ini berbicara tentang perserikatan harta dalam 
pembagian waris, menurut Imam „Ala al-Din  „Ali bin Muhammad bin Ibrahim 
Al-Baghdadiy, para ulama sepakat bahwa berserikat dalam masalah waris itu 
diperbolehkan.
18
 Selanjutnya, dalam surat Shaad ayat 24 Allah SWT berfirman : 
 َن ي ِذَّل ا  َّلَّ ِإ  ٍض ْع  َ ب  َٰى َل َع  ْم ُه ُض ْع  َ ب  ي ِغ ْب َي َل  ِء ا َط َُل ْلْ ا  َن ِم  ًاير ِث َك َّن ِإ َو . . .
...  ِت اَِلِ ا َّص ل ا  او ُل ِم َعَو  او ُن َم آ 
Artinya: ..... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 
bersyarikan itu sebagian dari mereka berbuat dzalim kepada 
sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal 
shalih... (QS.Shaad:24). 
Berdasarkan ayat diatas, dalam Tafsir al-Khazin mempunya makna 
berserikat. Pada zaman Nabi Daud As sering sebagian orang berserikat 
mendzalimi satu sama lainnya. Kedua ayat di atas menunjukkan perkenaan dan 
pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya 
saja dalam surat al-Nisa ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, 
sementara dalam Surat Shad ayat 24 terjadi atas dasar akad. 
b. Hadist  
Di samping ayat-ayat diatas, dijumpai pula sabda Rasulullah SAW 
yang membolehkan syirkah.   
 نعا بئ اسلازخملو يمرنع الله يضه انه اكن رشيك ايبنل ىلص الله لعهی وملس 
لبق اةثعبل، اجفء يوم احتفل اقفل :ابحرم يا اىخ ورش يىك .( هاور ادمح او أوبدواد و اب نةجام)  
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Artinya: “Dari Saib al-Makhzumi r.a bahwasanya dia menjadi mitra Nabi 
SAW sebelum beliau menjadi Rasul, lalu mendatanginya pada hari 
pembebasannya kota Makkah, beliau berkata, selamat datang hai 
saudaraku dan mitraku (kongsi).”  
(H. R Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).
19
 
Berdasarkan hadist tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perkongsian 
menurut hukum Islam bukan hanya sekedar boleh, melainkan lebih dari itu, 
disukai selama dalam perkongsian itu tidak ada tipu menipu. 
c. Ijma ulama 
Ibnu Qudamah menyatakan dalam bukunya Al-Mughni, bahwa kaum 
muslimin telah berkonsesus akan legitimasi Musyarakah/syirkah secara global. 
Walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya. 
Selain itu, produk Musyarakah juga di diatur dalam undang-undang yaitu UU 
No.21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah dan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyakarah. Dalam UU dan fatwa tersebut, 
diatur dan dinyatakan bahwa musyakarah/syirkah merupakan salah satu produk 
pembiayaan yang ditawarkan perbankkan syariah. Musyarakah yaitu akad kerja 
sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang 
bekerja sama memberikan kontribusi modal dan keuntungan ataupun resiko usaha 
tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
20
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2.1.3.  Macam-macam Syirkah 
Secara umum, pembagian syirkah terbagi menjadi dua, yaitu syirkah 
Amlak dan syirkah „uqūd.21 Syirkah Amlak mengandung pengertian kepemilikan 
bersama dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan 
memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian 
kemitraan yang resmi. Misalnya dua orang yang memperoleh warisan atau 
menerima pemberian sebidang tanah atau harta kekayaan, baik yang dapat atau 
yang tidak dapat dibagi. 
Syikah amlak sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu syirkah ijbariyyah 
dan syirkah ikhtiāriyyah. Syirkah ijbariyyah adalah syirkah terjadi tanpa kehendak 
masing-masing pihak. Sedangkan syirkah ikhtiāriyyah adalah syirkah yang terjadi 
karena adanya perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat.
22
 
1. Ikhtiari atau disebut (syirkah amlak ikhtiāri) yaitu perserikatan yang 
muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang 
sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau 
wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat 
(bersama) bagi mereka berdua. 
2. Ijbari (syirkah amlak jabari) yaitu perserikatan yang muncul secara paksa 
bukan keinginan orang yang berserikat, artinya hak milik bagi mereka 
berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan 
yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat, harta warisan ini 
menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.  
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Sedangkan syirkah Al-„uqud dapat dianggap sebagai kemitraan yang 
sesungguhnya, karena pihak yang persangkutan secara suka rela berkeingginan 
untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. 
Perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan perjanjian yang formal dan 
tertulis. Dapat saja perjanjian itu informal dan secara lisan. Dalam syirkah ini, 
keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak seperti halnya 
mudharabah. Kerugian juga dtanggung secara proporsional sesuai dengan modal 
masing-masing yang telah diinvestasikan oleh para pihak. Fuqaha‟ Mesir yang 
kebanyakan bermazhab Syafi‟i dan Maliki berpendapat bahwa perkongsian 
(syirkah) terbagi atas empat macam
23
 yaitu: 
1. Syirkah Inan 
2. Syirkah Mufawādhah 
3. Syirkah Abdan 
4. Syirkah Wujūh 
Ulama Hanafiah membagi menjadi tiga macam,
24
 yaitu: 
1. Syirkah Amwal 
2. Syirkah Abdan 
3. Syirkah Wujūh 
Ulama Hambali membagi menjadi lima macam,
25
 yaitu: 
1. Syirkah Inan 
2. Syirkah Abdan 
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3. Syirkah Wujūh 
4. Syirkah Mudhārabah 
5. Syirkah Mufawādhah 
Di bawah ini dijelaskan tentang beberapa definisi dari macam-macam 
syirkah yang tersebut di atas, sebagai berikut: 
a. Syirkah Inan. 
Syirkah inan adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua 
orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. 
Dalam syirkah ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah dalam jumlah modal, 
begitu juga wewenang dan keuntungan.
26
 
Ulama fiqih sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja 
mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana 
mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya dalam syirkah inan, para 
mitra tidak perlu orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama dalam 
permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan 
bisnis mereka. Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan diantara mereka 
mungkin pula tidak sama. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas 
ditentukan didalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian kerugian 
yang harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan besarnya modal 
yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra. Sebagaimana kaidah fiqih yang 
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berlaku, yakni: “keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung 
sesuai dengan modal masing-masing”.27 
Perkongsian ini banyak dilakukan maysarakat karena didalamnya tidak 
disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Boleh saja modal 
satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga 
seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi 
hasil, dapat sama juga dapat berbeda, bergantung pada persetujuan yang mereka 
buat sesuai dengan syarat transaksi.
28
 
b. Syirkah mufawadhah 
Mufawadhah menurut bahasa adalah persamaan. Syirkah mufawadhah 
adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat 
didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal 
keuntungan dan risiko kerugian.
29
 Syirkah mufawadhah ini mempunyai syarat-
syarat sebagai berikut: 
1. Harta masing-masing persero (syirkah/kerjasama) harus sama. 
2. Persamaan wewenang dalam membelanjakan. 
3. Persamaan agama. 
4. Setiap persen harus dapat menjadi penjamin, atau wakil dari persero 
(syirkah/kerjasama) lainnya dalam hal pembelian dan penjualan barang 
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yang diperlukan.
30
 
Imam Malik dan Abu Hanifah secara garis besar sependapat atas 
kebolehannya, meski keduanya masih berselisih pendapat tentang beberapa syarat. 
Sedangkan Imam Syafi‟i berpendapat bahwa syirkah mufawadhah itu tidak boleh. 
Karena sulit untuk menetapkan prinsip persamaan modal, kerja dan keuntungan 
dalam perserikatan ini. Dalam syirkah ini terdapat unsur unsur yang kurang jelas 
dan unsur-unsur penipuan karena tidak mungkin tindakan seorang akan dapat 
diterima pihak lain tanpa adanya persetujuannya.
31
 
Imam Malik berpendapat, dinamakan syirkah mufawadhah ialah 
persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan, dengan 
ketentuan masing-masing angota menyerahkan kepada orang lain, hak bertindak 
atas nama syirkah, baik para anggotanya hadir semua atau tidak hadir, tanpa 
syarat modal masing-masing harus sama besarnya serta tanpa kewajiban 
memasukkan harta baru yang diperoleh salah seorang anggota di dalam modal 
syirkah.
32
 
Imam Abu Hanifah mempertegas perbedaan syirkah inan dengan syirkah 
mufawadhah. Dalam syirkah inan hanya uang saja yang diperhatikan tidak mesti 
sama besar jumlah sahamnya, sedangkan dalam syirkah mufawadhah haruslah 
sama jumlah modal dari para persero. Sesuai dengan sebutan “mufawadhah”, 
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dikehendaki adanya dua perkara : kesamaan macam hartanya (modal), juga 
keseluruan hak, milik kedua belah pihak.
33
  
Dengan demikian, setiap orang akan menjamin yang lain, baik dalam 
pembelian atau penjualan. Orang yang bersekutu tersebut saling mengisi dalam 
hak dan kewajibannya, yakni masing-masing menjadi wakil yang lain atau 
menjadi orang yang diwakili oleh lainnya. Selain itu di anggap tidak sah jika 
modal salah seorang lebih besar dari pada yang lainnya, antara anak kecil dengan 
orang dewasa, juga antara muslim dan kafir, dan lain-lain. Apabila dari salah satu 
syarat di atas tidak terpenuhi perkongsian ini berubah menjadi perkongsian inan 
karena tidak ada kesamaan. 
34
 
c. Syirkah wujuh 
Yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, 
yang ada hanyalah pedagang, terhadap mereka dengan catatan bahwa keuntungan 
terhadap mereka. Syirkah ini adalah syirkah tanggung jawab, tanpa kerja dan 
modal.  
Menurut Hanafi dan Hambali syirkah ini boleh, karena suatu bentuk 
pekerjaan, dengan demikian syirkah dianggap sah, dan untuk syirkah ini 
dibolehkan berbenda pemilikan dalam suatu yang dibeli, sesuai denggan bagian 
masing-masing (tanggung jawab masing-masing).  
Asy-Syafi‟i menganggap syirkah ini batil, begitu juga Maliki, Adapun 
dasar madzhab Maliki tidak memperbolehkannya, karena yang disebut syirkah 
hanyalah dengan modal dan kerja, sedangkan kedua unsur ini dalam syirkah 
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wujuh tidak ada. Disamping itu di dalamnya mengandung unsur penipuan karena 
masing-masing dari kedua belah pihak menggantikan kawannya dengan suatu 
usaha dan upaya yang tidak ditentukan jenis pekerjaan dan usaha khususnya 
karena syirkah wujuh hanya berdasarkan tanggungan tanpa pekerjaan dan harta.
35
 
d. Syirkah Abdan atau Syirkah A‟ma 
Yaitu bahwa dua orang berpendapat untuk pekerjaan dan ketentuan upah 
yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan. Syirkah ini juga disebut syirkah 
a‟mal (syirkah kerja) atau syirkah abdan (syirkah fisik), atau syirkah shana‟i 
(syirkah para tukang), atau syirkah taqbubbul (syirkah penerimaan).
36
 
2.1.4. Rukun dan Syarat Syirkah 
A. Rukun Syirkah 
Dalam suatu syarat bagi hasil (profit sharing) sebagaimana dalam istilah 
istilah yang diterangkan di atas, diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat 
agar menjadi sah. Rukun syirkah yang harus ada dalam melakukan kerjasama 
antara dua orang atau lebih sebagai berikut:
37
 
1. Aqidaini (dua orang yang melakukan perjanjian syirkah) 
2. Shighat (Ijab dan Qabul)  
3. Mahal (tempat atau sasaran dalam syirkah), dalam hal ini ada 2 
macam, yaitu : 
a. Harta (modal) 
b. Pekerjaan 
                                                             
35
 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal.179 
36
 Ibid,... hal. 177  
37
 Abdurrahman al-Jaziri, Khitabul Fiqh..., hal. 139 
26 
 
 
Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama madzhab, menurut ulama 
Hanafiah, rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qabul, sebab ijab dan qabul (akad) 
yang menentukan adanya syirkah.
38
 Sedangkan yang lain, seperti dua orang yang 
melakukan perjanjian syirkah dan harta adalah diluar hakikat dan dzatnya 
perjanjian syirkah. Tata cara ijab dan qabul ialah bahwasanya salah seorang 
berkata: aku berserikat denganmu pada barang ini dan ini. Kemudian pihak teman 
serikatnya menjawab: ya, aku menerimanya.
39
 
Menurut golongan Asy-Syafi‟iyah, mereka berpendapat bahwa bentuk 
syirkah inan sajalah yang sah, sedangkan bentuk syirkah yang lain batal. 
Sedangkan rukunnya terdiri dari 3 bagian:
40
 
1. Shighat, yang terdiri dari ijab dan qabul 
2. Dua orang yang bersekutu 
3. Harta sebagai modal. 
Dalam rukun syirkah mempunyai syarat: 
1. Shighat, yang terdiri dari ijab dan qabul yang mempunyai syarat: 
a. Pengelolaan di isyaratkan mendapatkan izin dari para sekutu 
didalamnya menjual dan membeli. 
b.  Kalau diantara anggota sebagai pengelola, maka harus ada 
ijab dan qabul sebagai tanda pemberian izin diantara 
mereka,bahwa dia diperbolehkan sebagaimana jabatan yang 
diberikannya.  
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c. Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka 
harus mendapatkan izin dari anggota yang lainnya dan 
pemberian izin itu merupakan kepercayaan yang diberikan 
kepadanya, dan tidak boleh melebihi tugas kepercayaan yang 
diberikannya. 
d. Kata sepakat itu bisa dimengerti, sebagai pengertian izin 
yang dipercayakan, setiap kami jadikan harta ini sebagai 
harta syirkah dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan 
yang biasa dalam perdagangan pada umumnya. Pengertian 
ini dijawab dengan ucapan (saya terima) dengan jawban 
inilah yang dimaksud sebagai akad sighat. 
2. Dua orang yang berserikat, didalamnya terdapat beberapa syarat, 
yaiu: 
a. Pandai 
b. Baligh 
c. Merdeka 
3.  Modal, di dalamnya terdapat beberapa syarat: 
a. Bahwa modal itu berupa barang misli, artinya barang yang 
dapat dibatasi oleh takaran atau timbangan dan barang 
tersebut bisa dipesan, seperti emas dan perak. Keduanya bisa 
dibatasi dengan timbangan. 
28 
 
 
b. Bahwa modal dicampur sebelum perjanjian syirkah 
berlangsung, sehingga salah satunya tidak bisa dibedakan lagi 
dengan yang lainnya. 
c. Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota 
itu sejenis artinya modal itu adalah sama jenisnya. Jadi tidak 
sah kalau salah satu anggota mengeluarkan modal yang 
berbeda. 
Oleh karena itu akad syirkah tidak dikatakan sah, jika tidak memenuhi 
syarat-syarat diatas. Bagi anggota perseroan ada yang cacat mata (buta) 
diperbolehkan menjadi pemegang saham. Dalam hal ini diantara yang cacat mata, 
apabila dikehendaki untuk menggelola perseroan ia berhak mewakilkan dengan 
syarat wakil tersebut harus sudah baliqh dan pandai serta mempunyai keahlian 
dibidang pekerjaan tersebut 
B. Syarat Syirkah 
Syarat-syarat syirkah dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam: 
1. Syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau 
kongsi itu haruslah : 
a. Orang yang berakal 
b. Baliqh 
c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan) 
2. Syarat-syarat mengenai modal yang disertakan dalam serikat, 
hendaklah berupa: 
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a. Modal yang dapat dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam 
bentuk uang) 
b. Modal yang dijadikan satu oleh masing-masing persero yang 
menjadi harta perseroan, dan tidak diperbolehkan lagi darimana 
asal-usul modal itu.
41
 
Ulama Hanafi menerangkan bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan 
syirkah terbagi menjadi empat macam: 
1. Berkaitan dengan bentuk syirkah, syirkah dengan harta maupun dengan 
yang lainnya mempunyai dua syarat: 
a. Berkaitan dengan hal yang dijanjikan. Perkara yang dijadikan 
perjanjian itu hendaknya bisa diwakilkan. 
b. Berkaitan dengan keuntungan, hendaknya keuntungan merupakan 
bagian yang bersifat umum dan bisa diketahui, seperti separuh, 
sepertiga dan sebagainya. Apabila keuntungantidak diketahui, atau 
ditentukan dengan jumlah bilangan maka akad syirkah batal. 
2. Berkaitan dengan syirkah, baik syirkah Inan maupun syirkah mufawadhah, 
mempunyai 3 (tiga) sifat: 
a. Modal syirkah itu berupa mata uang emas atau perak yang sama 
nilainya. Seperti paund mesir, dan lain-lainnya. Keuntungan antara 
mereka sesuai dengan prosentasi yang mereka berikan, demikian pula 
mengenai kerugian. 
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b. Modal itu telah ada pada saat perjanjian berlangsung, atau ketika 
dilakukan pembelian. 
c. Modal syirkah tidak berupa utang, sebab utang adalah uang ghaib 
(tidak hadir), sedangkan ketentuan di atas telah dijelaskan bahwa 
syarat modal berupa uang yang hadir di waktu perjanjian 
berlangsung.
42
 
3. Berkaitan dengan syarat-syarat syirkah mufawadhah, yaitu: 
a. Nilai saham dari masing-masing persero harus sama. Seandainya salah 
satu patner memiliki lebih banyak modal, maka syirkah tidak sah. 
b. Mempunyai wewenang bertindak yang sama. Tidak sah syirkah antara 
anak kecil dengan orang yang sudah baliqh. 
c. Mempunyai agama yang sama. Syirkah orang muslim dengan non 
muslim tidak boleh. 
d. Setiap persero harus menjadi penjamin, atau wakil persero lainnya baik 
dalam pembelian dan penjualan barang-barang yang diperlukan. 
43
 
4. Berkaitan dengan syarat-syarat syirkah Inan, yaitu: 
a. Tidak disyaratkan adanya persamaan nilai saham, wewenang dan 
keuntungan. 
b. Seorang persero boleh menyerahkan sahamnya lebih besar dari saham 
persero yang lain.  
c. Setiap persero dapat diberikan tanggungjawwab tanpa ikut serta 
rekannya yang lain.
44
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Imam Malik menerangkan bahwa syarat-syarat syirkah yaitu: 
1. Para sekutu harus merdeka dan baliqh serta cakap. 
2.  Sighat, harus menunjukkan pada persekutuan walaupun terjadi secara 
„urf baik perkataan maupun perbuatan. 
3. Modal harus satu jenis. 
4. Keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan ukuran modal yang 
dimasukkan. 
Imam Hambali menerangkan bahwa syarat-ayarat syirkah, yaitu: 
1. Syarat-syarat sah yang tidak berakibat menimbulkan bahaya dan 
perjanjian syirkah tidak tergantung padanya. Seperti ketika para 
anggota syirkah mengadakan perjanjian hendaknya mereka tidak 
menjual kecuali dengan aturan demikian, atau sebagainya. Itu adalah 
sah dan tidak menimbulkan bahaya sama sekali. 
2.  Syarat-syarat yang batil yang tidak dikehendaki pada saat perjanjian. 
Seperti mensyaratkan tidak batalnya syirkah dalam jangka waktu satu 
tahun atau yang lainnya. Syarat-syarat itu yang menjadi batalnya 
perjanjian dan tidak boleh dilaksanakan. 
3.  Syarat-syarat yang menjadi sandaran sahnya perjanjian syirkah, yaitu 
ada beberapa perkara, ialah: 
a. Modal diketahui oleh para anggota. 
b. Modal itu hadir. 
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Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah secara umum, yaitu:
45
 
1. Dapat dipandang sebagai perwakilan. 
Hendaklah setiap orang yang bersekutu saling memberikan 
wewenang kepada sekutunya untuk mengolah harta, baik ketika 
memberi, menjual, bekeja, dan lain-lain. Dengan demikian , masing 
masing dapat menjadi wakil bagi yang lainnya. 
2.  Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan 
Bagian masing-masing dari yang bersekutu harus jelas, seperti 
seperlima, sepertiga atau sepuluh persen (10%). Jika keuntungan tidak 
jelas (Majhul), akad menjadi rusak (fasid) sebab laba merupakan 
bagian umum dari jumlah. 
3. Laba merupakan bagian umum dari jumlah. Laba hendaklah termasuk 
bagian yang umum dari perkongsian, tidak ditentukan, seperti satu 
pihak mendapat sepuluh, duapuluh dan lain-lain. Hal ini karena 
perkongsian mengharuskan adanya pernyataan dalam laba, sedangkan 
penentuan aka menghilangkan hakikat perkongsian.  
Persyaratan khusus pada syirkah amwal, baik pada perkongsian inan 
maupun mufawadhah adalah sebagai berikut:
46
 
1. Modal syirkah harus ada dan jelas 
Jumhur Ulama 4 madzhab berpendapat bahwa modal dalam 
perkongsian harus jelas dan ada, tidak boleh berupa utang atau harta yang 
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tidak ada ditempat, baik ketika akad maupun ketika jual beli. Namun 
demikian jumhur ulama, diantaranya ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan 
Hanabilah tidak mensyaratkan harus bercampur terlebih dahulu sebab 
penekanan perkongsian terletak pada akad bukan pada hartanya. Maksud 
akad adalah pekerjaan dan laba merupakan hasil. 
Dengan demikian tidak disyaratkan adanya percampuran harta seperti pada 
mudharabah. Selain itu perkongsian adalah akad dalam hal mendayagunakan 
(tasyarruf) harta yang menggandung unsur perwalian, maka dibolehkan 
mengolahnya sebelum bercampur. 
2. Modal harus bernilai atau berharga secara mutlak 
Ulama fiqih dari empat madhzab sepakat bahwa modal harus 
berupa sesuatu yang bernilai secara umum, seperti uang. Oleh karena itu, 
tidak sah modal syirkah dengan barang-barang, baik yang bergerak 
(Manqul) maupunn tetap (Aqar). Adapun imam Malik tidak mensyaratkan 
bahwa modal itu harus berupa uang, tetapi memandang sah dengan dinar 
atau dirham. Begitu pula memandang sah dengan benda, dengan 
memperkirakan nilainya. Ia beralasan bahwa perkongsian adalah akad 
pada modal yang jelas. Dengan demikian, benda dapat diserupakan dengan 
uang. Tentang perkongsian dengan barang yang tidak berharga universal, 
seperti yang mengandung persamaan dalam timbangan, takaran, atau 
hitungan banyaknya, seperti kacang, telur, dan lain-lain.  
Ulama Syafi‟iyah dan Malikiyah membolehkannya dengan alasan 
benda takaran dan timbangan tersebut apabila dicampur, akan  
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menghilangkan batas perbedaan antar keduanya, seperti percampuran pada 
uang. Adapun ulama malikiyah membolehkannya berdasarkan nilai 
percampurannya bukan berdasarkan nilai jual beli, bagaimana pada benda 
sebab dua makanan yang bercampur akan sulit dibedakan, sedangkan pada 
benda akan mudah dibedakan. 
Sementara itu ulama Hanabilah melarang bentuk syirkah di atas. 
Ulama Hanafiyah, Syi‟ah Imamiyah, dan Zaidiyah berpendapat bahwa 
bentuk perkongsian ini, yakni dengan barang-barang yang ditakar, 
ditimbang dan dihitung, adalah dilarang sebelum adanya percampuran 
2.1.5. Batalnya perjanjian syirkah 
Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil 
kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan 
batal, begitu pula dengan perjanjian syirkah. Adapun perkara yang membatalkan 
syirkah terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan syirkah secara umum 
dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya. 
1. Pembatalan syirkah secara umum 
a. Pembatalan dari seorang yang bersekutu. 
b. Meninggalnya salah seorang syarik. 
c. Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang. 
d. Gila. 
e. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas 
nama syirkah. 
2. Pembatalan secara khusus sebagian syirkah 
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a. Harta syirkah rusak. 
Apabila harta syirkah seluruhnya atau harta salah seorang rusak 
sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Alasannya yang menjadi 
barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal 
sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli. 
b. Tidak ada kesamaan modal 
Apabila tidak ada kesamaan modal dalam syirkah mufawadhah 
pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan 
syarat transaki mufawadhah.
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2.2.     Pertanggungan Risiko 
2.2.1 Pengertian Pertanggungan Risiko 
Dalam kamus manajemen, risiko adalah ketidakpastian yang mengandung 
kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau keuntungan atau kemampuan 
ekonomis.
48 
Risiko merupakan bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang 
akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan. 
Risiko berhubungan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang 
tidak diinginkan atau tidak terduga.
49
 Jadi risiko merupakan ketidakpastian yang 
mungkin akan melahirkan kerugian. 
Istilah risiko juga dapat didefinisikan dalam berbagai cara dan masing-
masing definisi tersebut mengandung kelebihan dan kelemahannya dan saling 
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berhubungan dengan satu sama lain. Risiko dihubungkan dengan kemungkinan 
terjadinya akibat buruk yang tak diinginkan dan tak terduga. Dengan kata lain 
“kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu 
merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuh dan timbulnya risiko.
50 
  
Definisi risiko menurut Vaughan adalah risk is uncertainty (risiko adalah 
ketidakpastian), tampaknya ada kesepakatan bahwa risiko berhubungan dengan 
ketidakpastian yaitu adanya risiko. Oleh karena itu, risiko itu sama artinya dengan  
ketidakpastian.
 
Adapun risiko menurut Mamduh M. Hanafi adalah kemungkinan 
penyimpangan dari hasil yang diharapkan.
51 
Segala sesuatu yang diharapkan 
sempurna, akan tetapi memungkinkan terjadinya penyimpangan yang 
mengakibatkan kerugian. 
Persoalan risiko berpokok pangkat pada terjadinya suatu peristiwa diluar 
kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan  kata lain 
disebabkan oleh keadaan memaksa. Risiko dapat pula dikatakan kewajiban yang 
harus dipikul disebabkan karena suatu di luar kesalahan salah satu pihak.
52
 Risiko 
selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang 
tidak diduga atau tidak diinginkan. Terdapat beberapa karakteristik dari risiko 
yaitu merupakan ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa dan ketidakpastian bila 
terjadi akan menimbulkan kerugian.
53
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 Sedangkan wujud dari risiko itu antara lain
.54
 
a. Berupa kerugian atas harta milik atau kekayaan atau penghasilan, misalnya 
yang diakibatkan oleh kebakaran, pencurian, pengangguran, dan 
sebagainya. 
b. Berupa penderitaan seseorang, misalnya sakit atau cacat karena 
kecelakaan. 
c. Berupa tanggung jawab hukum, misalnya risiko dari perbuatan atau 
peristiwa yang merugikan orang lain 
d. Berupa kerugian karena perubahan keadaan pasar, misalnya terjadi 
perubahan harga, perubahan selera konsumen dan sebagainya. 
Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak 
penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima 
jaminan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.
55
 Pertanggungan risiko 
adalah penanggulang terhadap risiko yang muncul dalam setiap perbuatan yang 
menimbulkan risiko. Pertanggungan risiko dalam suatu lembaga keuangan lebih 
dikenal dengan kata asuransi yang membawa arti pada umumnya pengganti 
kerugian. Karena risiko yang muncul itu tidak diketahui, maka asuransi 
merupakan alat untuk mengatasi segala kerugian yang akan timbul
56
 Objek 
pertanggungan dalam perjanjian asuransi bisa berupa benda dan jasa, jiwa dan 
raga, kesehatan, tanggung jawab hukum, serta berbagai kepentingan lain yang 
mungkin hilang, rusak, atau berkurang nilainya. 
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2.2.2 Dasar Hukum Pertanggungan Risiko 
Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, yang dimaksud dengan 
pertanggungan atau asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan 
mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima 
premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, 
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab 
hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul  
dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran 
yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 
Sedangkan menurut Pasal 246 KUHD, pertanggungan atau asuransi adalah 
suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada 
seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan 
penggantian kepada nya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan 
keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu 
peristiwa yang tak tertentu.
57
 
Adapun susbtansi landasan hukum tentang risiko dalam Islam 
menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik dimasa yang akan 
datang, yaitu: 
 ٍد َغ ِل  ْت َم َّد َق  ا َم  ٌس ْف  َ ن  ْر ُظ ْن  َ ت ْلَو  َوَّل ل ا  او ُق َّ ت ا  او ُن َم آ  َن ي ِذَّل ا  ا َه ُّ ي َأ  ا َي  ۖ  َوَّل ل ا  او ُق َّ ت اَو  ۖ  َّن ِإ
 َ ت  اَِبِ  ٌير ِب َخ  َوَّل ل ا َنو ُل َم ْع  )٨١(    
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”  
(Q.S Al- Hasyr : 18) 
Sedangkan landasan hukum tentang pertanggungan risiko terdapat dalam 
surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi: 
 او ُق َّ ت اَو    ۖ  ِن اَو ْد ُع ْل اَو  ِْثْ ِْلْ ا  ى َل َع  او ُن َو ا َع  َ ت  َلََّو    ۖ  َٰىَو ْق َّ ت ل اَو  ِِّبِ ْل ا  ى َل َع  او ُن َو ا َع  َ ت َو
 ِب ا َق ِع ْل ا  ُد ي ِد َش  َوَّل ل ا  َّن ِإ    ۖ   َوَّل ل ا 
Artinya : “dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 
siksa-Nya”  ( Q.S Al-Maidah : 2 )  
Dalam ayat ini Allah memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk 
saling membantu dalam perbuatan baik dan itulah yang disebut dengan albirr dan 
meninggalkan kemungkaran yang merupakan ketakwaan. Dan Allah melarang 
mereka saling mendukung kebatilan dan bekerjasama dalam perbuatan dosa dan 
perkara haram. 
Imam Ibnu Qayyim menilai ayat di atas memiliki urgensi tersendiri. 
Beliau menyatakan bahwa, ayat yang mulia ini mencakup semua jenis bagi 
kemaslahatan para hamba, di dunia maupun akhirat, baik antara mereka dengan 
sesama, ataupun dengan Rabbnya. Sebab, seseorang tidak luput dari dua 
kewajiban, yaitu kewajiban individualnya terhadap Allah dan kewajiban sosialnya 
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terhadap sesamanya. Selanjutnya, beliau memaparkan bahwa hubungan seseorang 
dengan sesama dapat terlukis pada jalinan pergaulan, saling menolong dan 
persahabatan. Hubungan itu wajib terjalin dalam rangka mengharap ridha Allah 
dan menjalankan ketaatan kepada-Nya. Itulah puncak kebahagiaan seseorang 
hamba. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mewujudkan hal tersebut, dan 
itulah kebaikan serta ketakwaan yang merupakan inti dari agama ini. 
2.2.3 Jenis-Jenis Risiko 
 Ada beberapa macam risiko, yaitu:
58
 
a. Risiko pembiayaan, ialah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan 
counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini mencakup risiko 
terkait produk dan risiko terkait pembiayaan. 
b. Risiko pasar, adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang 
dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa suku 
bunga dan nilai tukar. Risiko ini terdiri dari risiko tingkat suku bunga, 
risiko pertukaran mata uang, risiko harga dan risiko likuiditas. 
c. Risiko operasional, yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh 
ketidakcakupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, 
kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi 
operasional bank. Ada beberapa hal yang mungkin bisa mencegah risiko 
operasional adalah dengan menggunakan Sumber Daya Manusia yang 
terlatih dan profesional dibidangnya, Jika pemasaran dan pemesanan 
menggunakan teknologi website mungkin ada baiknya jika memiliki 
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website kedua untuk membantu melakukan proses pemesanan atau bisa 
juga sebagai pemberitahuan mengenai info-info yang perusahaan berikan 
melalui website ke dua di luar website utama.Atau juga bisa memanfaatkan 
social media untuk mengatasi masalah di dalam perusahaan untuk 
mencegah keterpurukan reputasi perusahaan. Risiko ini terdiri dari:  
1) Risiko hukum, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan 
aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan 
perundang-undangan yang mendukung, kelemahan perikatan 
(perjanjian) seperti tidak terpenuhinya syarat sah suatu kontrak dan 
pengikatan agunan yang tidak sempurna.
59
 
2) Risiko reputasi, ialah risiko yang disebabkan oleh: 
a) Publikasi negatif yang tekait dengan kegiatan usaha bank terutama 
dengan pemberitaan media massa 
b) Persepsi negatif terhadap bank. 
c) Kehilangan kepercayaan dari pembeli (custumer), partner 
(counterpart) atau pengatur (regulator). Penyebab hilangnya 
reputasi di antaranya:  
(1) Kesalahan manajemen. 
(2) Manajemen tidak memenuhi hukum yang berlaku. 
(3) Skandal keuangan. 
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(4) Ketiadaan kemampuan dalam mengelola integritas kesehatan 
bank. Risiko ini relatif sulit untuk diukur apalagi terkait dengan 
persepsi nasabah.
60
 
3) Risiko likuiditas, yaitu muncul manakala lembaga keuangan syariah 
mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (cash 
flow) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan 
dan yang mengampongk. Besar kecilnya risiko ini banyak ditentukan 
oleh:  
a) Kecermatan perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan 
prediksi pertumbuhan dana-dana. 
b) Ketepatan dalam mengatur struktur dana-dana, termasuk 
kecukupan dana non bagi hasil. 
c) Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas, dan 
kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber 
dana lainnya termasuk fasilitas lender of last resort (pemberi 
pinjaman terakhir). 
 Menurut Soetisno Djojosoedarso, macam-macam risiko dapat dapat 
dibedakan menjadi. 
a. Menurut sifatnya risiko terbagi. 
1) Risiko yang tidak disengaja (risiko murni), yaitu risiko yang apabila 
terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja, 
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misalnya risiko terjadi kebakaran, bencana alam, pencurian, 
penggelapan, pengacauan, dan sebagainya. 
2) Risiko yang disengaja (risiko spekulatif), adalah risiko yang sengaja 
ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian 
memberi keuntungan kepadanya, misalnya risiko utang piutang, 
perjudian, perdagangan berjangkan dan lainnya. 
3) Risiko fundamental, ialah risiko yang penyebabnya tidak dapat 
dilimpahkan kepada seseorang yang menderita tidak hanya satu atau 
beberapa orang saja akan tetapi melibatkan banyak orang, seperti, 
banjir, anin topan, dan sebagainya.  
4) Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang 
mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal 
kandas, pesawat jatuh, tebrakan mobil dan sebagainya.  
5) Risiko dinamis, adalah risiko yang timul karena perkembangan dan 
kemajuan masyarakat dibidang ekonomi, ilmu dan teknologi, seperti 
risiko keusangan. Risiko penerbangan luar angkasa. Kebalikannya 
disebut risiko statis, seperti risiko hari tua, risiko kematian, dan 
sebagainya. 
b) Dapat tidaknya suatu risiko dialihkan kepada pihak lain, maka risiko 
dapat dibedakan kedalam: 
1)  Risiko yang dapat dialihkan pada pihak lain dengan 
mempertanggungkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada 
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perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi asuransi, sehingga 
semua kerugian menjadi tanggungan pihak perusahaan asuransi. 
2) Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (tidak dapat 
diasuransikan), umumnya meliputi, semua jenis risiko spekulatif. 
c) Menurut sumber atau penyebab timbulnya risiko dapat dibedakan: 
1) Risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu 
sendiri, seperti kerusakan aktiva karena ulah karyawan sendiri, kecelakaan 
kerja, kesalahan manajemen dan sebagainya. 
2) Risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti 
risiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan 
kebijakan pemerintah dan sebagainya. 
Menurut Mahmud M. Hanafi, risiko diklompokkan dalam dua jenis, 
yaitu:
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a. Risiko murni (pure risk), adalah risiko dimana kemungkinan kerugian ada, 
tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Jadi membicarakan potensi 
kerugian untuk risiko tipe ini. Beberapa contoh risiko tipe ini adalah risiko 
kecelakaan, kebakaran, dan semacamnya. 
b. Risiko spekulatif, yaitu risiko di mana kita mengharapkan terjadinya 
kerugian dan juga keuntungan. Potensi kerugian dan keuntungan 
dibicarakan dalam jenis risiko ini, contohnya risiko dalam usaha bisnis. 
Dalam kegiatan bisnis, pelaku bisnis selalu mengharapkan keuntungan 
meskipun ada potensi kerugian. 
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BAB TIGA 
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGAN RISIKO 
PADA KERJASAMA PETERNAKAN AYAM DI KECAMATAN 
INDRAPURI ACEH BESAR 
 
3. 1.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
PT Karya Semangat Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang 
bergerak di bidang peternakan dan merupakan cabang dari PT.Charoen Pokphand 
Indonesia Tbk. PT. Charoen Pokphand merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang agribisnis yang berpusat di Thailand sejak tahun 1921 oleh Sumet 
Jiaravanon (Presiden Dewan Komisaris) dan Thirayut Phitya Isaraku  (Presiden 
Dewan Direksi). Perusahaan ini beroperasi di sejumlah negara seperti Kamboja, 
China, india, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Turki, Singapura, Taiwan dan 
Vietnam. Perusahaan Charoen Pokphand bergerak dalam produksi ternak, unggas, 
pakan ikan dan udang, daging ayam olahan dan peternakan. 
Pada tahun 1970, PT. Charoen Pokphand mewujudkan minatnya untuk 
menanamkan modalnya dalam jumlah yang besar secara patungan dengan 
pengusaha Indonesia. Berdasarkan persetujuan Presiden No. B-32/Pres/1971, 
didirikan perusahaan patungan tersebut dengan nama PT. Charoen Pokphand 
Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. PT. Charoen Pokphand Indonesia yang 
didirikan tahun 1971 ini merupakan anak perusahaan dari Charoen Pokphand 
Overseas Investment co. Ltd. Hengkong. 
PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk mendirikan pabrik pakan pertama di 
Ancol Jakarta pada tahun 1972 dan mengoperasikan pabrik pakan di sepanjang 
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Sidoarjo dan Tanjung Morawa. Pada tahun 1998 juga membuka pabrik pakan di 
Krian, Siodarjo dan pabrik pengolahan daging ayam di Cikande.  
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk juga membuka cabang di Aceh 
melalui PT. Karya Semangat Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang 
bergerak di bidang peternakan dan berpusat di Batoh. Perusahaan ini didirikan 
pada tahun 2005 setelah peristiwa gempa dan tsunami melanda Aceh oleh Raja 
Aman Siregar dan merupakan salah satu cabang dari PT Charoen Pokhpand 
Indonesia yang berasal dari Thailand. Akibat gempa dan tsunami yang telah 
menghancurkan sistem perekonomian masyarakat Aceh, maka PT. Karya 
Semangat Mandiri hadir untuk memulihkan keadaan perekonomian yang telah 
rusak dan hancur tersebut.
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PT. Karya Mandiri yang berpusat di Banda Aceh, juga memiliki canbang 
yang hampir tersebar di seluruh kabupaten Aceh, yang meiputi Kabupaten Aceh 
Besar, Meulaboh, Nagan Raya, Labuhan Haji, Subussalam, Pidie Jaya, Bireuen, 
Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. 
Dalam upaya membantu dan mengembalikan sistem perekonomian Aceh 
seperti sedia kala, PT. Karya Semangat Mandiri melakukan kerja sama dengan 
berbagai LSM dan masyarakat setempat untuk mengembangkan usaha ayam 
potong di daerah Aceh Besar salah satunya di Indrapuri.  
Dalam mengoperasikan perusahaan, PT Karya Semangat Mandiri memiliki 
45 orang karyawan tetap yang bekerja di bagian administrasi dan kepengurusan 
lainnya sedangkan karyawan yang bekerja di lapangan terdiri dair kurang lebih 35 
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orang. Adapun jumlah karyawan yang telah dibantu dan bekerjasama dengan PT 
Karya Semangat Mandiri di daerah Aceh Besar khususnya Indrapuri berjumlah 
sekitar 16 orang peternak dengan 20 kandang. Namun dalam penelitian ini, 
penulis hanya mengambil 8 orang peternak yang berlokasi di Indrapuri Aceh 
Besar. 
Pola kerjasama yang dilakukan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan 
para peternak ayam potong di seluruh Aceh, termasuk di Aceh Besar selama lebih 
kurang tiga belas tahun, telah banyak mengalami kemajuan dan banyak peternak 
yang mengalami keberhasilan di bidang peternakan. Ada juga peternak yang 
mengalami kerugian dan kendala ketika beternak. Para peternak dapan 
memperoleh keuntungan yang besar dengan adanya bantuan dari pihak 
perusahaan dan kerugian di tanggung sesuai dengan perjanjian.  
Para peternak tidak perlu bersusah payah untuk mencari bibit ayam, pakan, 
obat-obatan dan melakukan penjualan ayam potong, semuanya telah disediakan 
oleh pihak perusahaan. Dalam hal ini, peternak hanya perlu mengeluarkan modal 
awal untuk membuat kandang ayam menurut kapasitas yang diperlukan. Untuk 
tahap selanjutnya, modal yang telah dikeluarkan akan dapat diperoleh kembai 
setelah pola kerjasama antara perusahaan dejgan peternak berjalan dengan lancar.  
Pada proses pengelolaan perawatan ayam potong di setiap daerah, PT 
Karya Semangat Mandiri mempekerjakan beberapa karyawan yang bertugas 
khusus di lapangan. Para karyawan ini bertugas untuk mengrimkan bibit ayam, 
pakan ternak dan obat-obatan dua kali seminggu atau menurut jadwak yang telah 
ditentukan Pihak PT Karya Semangat Mandiri dan para peterna  hanya melakukan 
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observasi dan pengawasan terhadap kinerja peternak dan akan melakukan 
penilaian terhadap hasil kerjanya.  
 
3.2.  Mekanisme Akad Syirkah pada PT. Karya Semangat Mandiri. 
Kegiatan usaha dimanapun selalu memerlukan berbagai dokumen 
penunjang usaha beserta izin-izin yang diperlukan sebelum menjalankan 
kegiatannya. Dokumen dan izin-izin ini diperlukan untuk melindungi kepentingan 
perusahaan itu sendiri dari berbagai hal. Kemudia dokumen dan izin-izin ini juga 
diperlukan bagi instansi tertentu sebagai data untuk melakukan berbagai 
pengawasan terhadap jalannya kegiatan suatu usaha tersebut dari berbagai 
penyimpangan yang mungkin terjadi. Juga untuk memudahkan instansi tertentu 
untuk mengambil tindakan tertentu, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada 
pihak-pihak tertentu pula.
63
 
Dalam hal operasional kerjanya para peternak dengan PT. Karya Semangat 
mandiri telah ditentukan sejak awal kesepakatan untuk bekerjasama. Kegiatan 
usaha dimanapun selalu memerlukan berbagai berbagai dokumen penunjang 
usaha beserta izin-izin yang diperlukan sebelum menjalankan kegiatannya. 
Dokumen dan izin-izin ini diperlukan untuk melindungi kepentingan perusahaan 
dan juga peternak.
64
 
Dalam prakteknya, PT.Karya Semangat mandiri sendiri memelukan 
dokumen serta izin yang dibutuhkan seperti surat izin usaha, NPWP, surat 
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permohonan menjadi peternak, data diri peternak, dokumen perjanjian, serta 
sertifikat tanah. 
Dokumen perjanjian kerjasama antara perusahaan dan peternak sudah 
diserahkan diawal ketika ingin membangun kandang. Perjanjian kerjasama juga 
dibuat dan di tandatangani pada hari yang telah ditentukan. Dalam dokumen 
perjanjian tersebut disebutkan pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat 
bekerjasama dalam beternak. Contoh bentuk perjanjian kerjasama sebagai berikut: 
1. PT. Karya Semangat Mandiri, sebuah perseroan terbatas yang 
didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum Negara Republik 
Indonesia, serta kedudukan di Aceh Besar dan beralamat di jalan DR 
MR Muhammad Hasan NO.8A & 8D gp. Lmapeuneurut, kec. Darul 
Imarah, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Direktur Utama Tuan 
Raja Aman Siregar, Selanjutnya disebut “ Pihak pertama”, dan 
2. Tuan Ikhlas, wirausaha, warga Negara Indonesia, beralamat diSeout 
Baroh, Gampong Seout Baroh, Kecamatan Aceh Besar, Provinsi Aceh, 
pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor 110503612780001 dalam hal 
ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut “ 
Pihak Kedua”. (diisi sesuai data diri calon peternak).  
Pihak pertama dan pihak kedua (sanjutnya disebut juga “ Para Pihak”) 
terlebih dahulu menerangkan : 
- Bahwa pihak pertama adalah perseroan yang satu bidang usahanya 
adalah distribusi dan perdagangan sarana produksi peternakan dan 
hasil-hasil peternakan, dan bermaksud melakukan kerja sama 
kemitraan usaha dengan Pihak Kedua. 
- Bahwa Pihak Kedua adalah peternak yang melaksakan usaha 
peternakan atau budidaya ayam ras pedaging yang dalam menjalankan 
kegiatan usaha peternakan atau budidaya ayam ras pedaging tersebut, 
memerlukan pasokan sarana produksi peternakan, bimbingan teknis 
pemeliharaan ayam, bantua permodalan, bantuan manajemen usaha, 
dan bantuan pemasaran hasil produks peternakan. 
Bahwa sebagai peternak, Pihak Kedua bermaksud untuk terus 
mengembangkan usaha peternakan, termasuk melakukan pengadaan 
peralatan dan perlengkapan peternak, dan untuk maksud tersebut Pihak 
Kedua telah mengajukan permohonan untuk kemitraan dengan Pihak 
Pertama. 
Maka, berdasarkan latar belakang dan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut diatas dan dengan dilandasi prinsip-prinsip: saling memerlukan, 
saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, Para 
Pihak secara sadar, bebas, dan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak 
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manapun, dengan ini mengikatkan diri satusalam lain dalam suatu 
kerjasama kemitraan berdasarkan perjanjian kerjasama ini. 
65
 
 
Bentuk kerjasamanya pun terdapat dalam pasal-pasal yang telah 
ditentukan oleh perusahaan dan harus disepakati oleh peternak atau pokok-pokok 
kesepakatan dan tanggungjawabnya. Pasal yang membahas tentang kesepakatan 
terdapat di pasal 1 bagian I yang berbunyi : 
Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini bersepakat untuk melakukan 
kerjasama kemitraan dalam usaha budidaya atau peternakan ayam ras 
pedaging (selanjutnya disebut “Ayam”), menurut pola kerja usaha 
kemitraan inti-plasma, dengan Pihak Pertama berlaku sebagai inti dan 
Pihak Kedua sebagai Plasma, dan para pihak bersepakat bahwa kerjasama 
tersebut akan berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau 
sekurang-kurangnya selama 6 (enam) siklus pemeliharaan/budidaya ayam. 
 
Dalam hasil kesepakatan perjanjian kerjasama antara PT. Karya semangat 
Mandiri dengan peternak, maka diantara keduanya bersepakat untuk melakukan 
kerjasama kemitraan usaha yang mana PT. Karya semangat Mandiri memberikan 
sarana produk peternakan, bantuan dalam permodalan, bantuan untuk bimbingan 
teknis dalam pemeliharaan ayam, dan membantu memasarkan hasil produksi 
peternak. Dan peternak diwajibkan untuk mengembangkan dan mengelola usaha 
termasuk dalam menyiapkan peralatan dan perlengkapan kandang. Didalam 
kesepakatan yang dibuat oleh perusahan kerjasamanya berlangsung minimal 6 
siklus dalam proses pemeliharaan ayam.  
 
3.3 Pertanggungan Risiko dalam Kerjasama pada PT. Karya Semangat 
Mandiri.  
Setiap usaha pastilah mempunyai risiko yang dihadapi oleh perusahaan 
maupun peternak itu sendri, dalam hal ini PT. Karya Semangat Mandiri juga 
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mempunyai pasal-pasal yang membahas tentang risiko yang terdapat di dalam 
pasal 15 bagian X tentang Force Majuere yang berbunyi: Jika terjadi keadaan 
memaksa (Force Majuere), seperti bencana alam, huru hara, banjir, letusan 
gunung berapi, kebakaran, wabah penyakit ayam/unggas yang serius dan lain-lain 
yang secara langsung mempengaruhi kemampuan salah satu dari Para Pihak 
dalam melaksanakan perjanjian ini, pihak yang mengalami tersebut wajib melapor 
kepada pihak lainnya mengenai kejadian tersebut dalam waktu paling lambat 12 
jam sejak kejadian itu, agar Para Pihak bersama-sama dapat dengan segera 
mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk 
mengurangi kerugian/risiko keadaan memaksa yang terjadi dalam hal demikian, 
masing-masing dari Para Pihak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas 
kejadian luar biasa atau kejadian memaksa tersebut.
66
 
Force Majuere ialah Keadaan kahar (bahasa Perancis: force majeure yang 
berarti "kekuatan yang lebih besar") yaitu suatu kejadian yang terjadi di luar 
kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak 
dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang 
termasuk kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana 
alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh 
pejabat/instansi yang berwenang.
67
 
Risiko kerugian pada kerjasama antara PT.Karya Semangat Mandiri dengan 
peternak ayam potong di Indrapuri Aceh Besar apabila disebabkan oleh 
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ketidakmampuan peternak dalam melakukan usaha ayam potongnya dan 
mengalami kegagalan dalam menjalankan bisnisnya, seperti kurang berhati-hati 
dalam memelihara dan merawat ayam, kurangnya manajemen usaha, kurangnya 
menguasai metode dalam memelihara ayam dan lain sebagainya. Begitu juga 
sebaliknya, kemungkinan pemodal juga akan merasakan kerugian dari berbagai 
risiko yang terjadi.
68
 
Namun apabila dikerjakan oleh petrnak yang profesional dan handal, maka 
kemungkinan terjadi risiko sangatlah kecil, karena kerugian yang berskala kecil 
akan dapat ditutupi dengan keuntungan yang besar yang diperoleh oleh usaha 
kerjsama tersebut. Selama PT. Karya Semangat Mandiri melakukan kerjasama 
dengan peternak ayam di Indrapuri Aceh Besar, tidak banyak kerugian yang 
terjadi. Jika pun ada hanya berskala kecil dibandingka dengan keuntungannya.
69
 
Di perjanjian  telah dijelaskan bahwasannya apabila terjadi suatu keadaan 
yang tidak bisa di hindari maka risiko yang di hadapi akan ditanggung 
berdasarkan kesepakatan.
70
 Adapun dalam penelitian penulis, kejadian-kejadian 
yang terjadi seperti kebakaran pernah terjadi. Pada tabel 3.3.1 akan di gambarkan 
mengenai posisi dan jumlah kandang peternak yang bekerjasama dengan PT. 
Karya Semangat Mandiri.  
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Tabel 3.3.1 Posisi dan Jumlah Kandang 
NO Posisi Gampong Luas Tahun Berdiri Jumlah 
1 Seout 
- 12 x 80 
- 8x 60 
- 6 x 35 
2002 dan 2008 
3 
2 Keureuweng 
- 12 x 60 
2012 
1 
3 Keureuweng 
- 9 x 30 
- 9 x 16 2008 
2 
4 Reukih - 8 x 72 2016 1 
5 Cot Glie 
- 10 x 52 
2015 
1 
6 Mon Bate 
- 8 x 42 
2017 
1 
7 Mon Bate - 8 x 40 2014 1 
8 Mon Bate - 8 x 45 2016 1 
Sumber: Diolah berdasarkan wawancara dengan peternak.  
Tabel 3.3.1 menunjukkan bahwa setiap peternak memiliki jumlah kandang 
yang berbeda dengan luas yang berbeda pula, dengan begitu pun pemasukan ayam 
juga berbeda. Adapun kandang yang berlokasi di Keureuweng memiliki 2 
kandang yang telah berdiri pada tahun 2008. Adapun kandang yang berlokasi di 
Mon Bate yang memiliki 3 kandang dengan pemilik yang berbeda, letak 
kandangnya pun tidak berjauhan.  Di setiap kandang juga memiliki keadaan Force 
Majuere yang berbeda, ada yang kandang yan pernah mengalami gagal panen 
karena penyakit, kandang roboh, bahkan ada yang mengalami kebakaran. 
Kejadian tersebut bukan dikarenakan kelalaian dari peternak tetapi dikarenakan 
kejadian yang diluar kemampuan manusia.  Pada gambar 3.3.2 akan di gambarkan 
mengenai bentuk permasalahan dan pertanggungan risikonya: 
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Tabel 3.3.2  Bentuk risiko dan penyelesaian 
NO Gampong Bentuk Risiko Penyelesaian 
1 Seout, Indrapuri 
Gagal panen karena 
sakit (2012) 
Diganti oleh perusahaan 
2 
Keureuweng, 
Indapuri 
Kandang roboh karena 
angin (2015) 
Ayam diganti oleh 
perusahaan, kandang 
oleh peternak 
3 Seuot, Indarapuri 
Gagal panen kedua 
kalinya (2016) 
Diganti oleh perusahaan 
4 Cot Glie, Indrapuri 
Dimakan ular dan 
musang 
Ditanggung oleh 
peternak 
5 Reukih, Indrapuri Kebakaran (2017) 
Ayam diganti oleh 
perusahaan, kandang 
oleh peternak 
6 Mon Bate, Indrapuri 
gagal panen dua kali 
(2018) 
Diganti oleh perusahaan 
7 Mon Bate, Indrapuri 
Telat pemasaran, rugi 
3juta karena ayam besar 
mati (2016) 
Perusahaan yang 
tanggung 
8 Mon Bate, Indrapuri 
Kandang roboh karena 
kandang yang kurang 
kokoh. 
Ayam diganti oleh 
perusahaan, kandang 
oleh peternak 
Sumber: Diolah berdasarkan wawancara dengan peternak.  
Tabel 3.3.2 menunjukan  rata-rata peternak mengalami gagal panen seperti 
di gampong Seout dan Mon Bate. Gagal panen tersebut dikarenakan  ayam kecil 
yang mati karena kepanasan, jika terjadi gagal panen maka yang menanggung 
risiko adalah perusahaan, tapi jika gagal panen yang dialami peternak telah lebih 
dari 3 kali maka yang menanggung risiko tersebut ialah peternaknya.
71
 Di 
gampong Seout pernah mengalami gagal panen karena sakit, risiko itu ditanggung 
sepenuhnya oleh perusahaan. Di gampong Mon Bate pernah mengalami kandang 
roboh karena angin kencang risiko tersebut ditanggung tidak sepenuhnya 
ditanggung oleh perusahaan, namun peternak juga menanggung risiko tersebut 
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jadi penyelesaiannya dengan ayam dianti oleh perusahaan dan kandang di 
tanggung oleh peternah.
72
 
Di gampong Reukih pada tahun 2017 peternak pernah mengalami 
kebakaran kandang, yang mengakibatkan ayam mati mencapai 6000 ekor. Disini 
perusahan dan peternak sama-sama mengalami kerugian yang besar. Pada 
permasalahan ini ayam yang mati ditanggung oleh perusahaan dan kandang di 
tanggung oleh peternak, pemasukan ayam diawali dengan 1000 ekor ayam 
pertama dan akan bertambah secara bertahap.
73
 
Di gampong Cot glie peternak pernah mengalami keadaan dimana 
ayamnya dimakan oleh ular dan musang. Pada permasalahan ini risiko 
sepenuhnya ditanggung oleh peternak, karena setiap pemasukan ayam terdapat 
100 ekor ayam yang dianggap bonus, jadi ayam yang mati karena dimakan oleh 
binatang lain dihitung yang bonus. 
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Apabila hasil pemeliharaan tidak bagus atau kualitas buruk yang bukan 
disebabkan oleh kesalahan plasma (peternak), maka perusahaan akan memberikan 
tambahan diskon,  yang mana besarnya tambahan diskon tersebut akan ditentukan 
oleh perusahaan berdasarkan pertimbangan tersendiri (per kasus tergantung 
kondisi ayam).  
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3.4 Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggungan Risiko dengan Akad 
Syirkah.  
 Dalam perkembangan ekonomi, khususnya ekonomi Islam tidak boleh 
terlepas dari nilai-nilai aqidah, syariat dan akhlak. Adapun dalam kajian skripsi 
ini, dapat dijelaskan bahwa konsep syirkah merupakan bagian dari fiqih 
muamalah, dimana syirkah adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih 
dalam bidang usaha atau ekonomi, bekerja sama dalam usaha perdagangan atau 
pada harta (modal), untuk memperoleh keuntungan bersama dengan syarat dan 
ketentuan tertentu yang telah disepakati bersama.  
Hukum Islam berdasarkan rukun dan syaratnya, khususnya rukun bahwa 
sebagaimana dalam penjelasan pada Abdurrahaman al-Jazili bahwa salah satu 
rukun terjadinya perjanjian syirkah ini adalah Mahal (tempat atau sasaran dalam 
syirkah) yaitu harta (modal) dan pekerja. Dalam dua aspek ini menjadi unsur 
utama dalam proses kerjasama ini. Pekerjaan itu dapat berlangsung terus menerus 
sampai tujuan dari kerjsama ini tercapai.
75
 
Yang menjadi rukun terjadinya perjanjian syirkah adalah sebagai berikut: 
1. Aqidaini (dua orang yang melakukan perjanjian syirkah) 
2. Shighat (Ijab dan Qabul)  
3. Mahal (tempat atau sasaran dalam syirkah), dalam hal ini ada 2 
macam, yaitu : 
c. Harta (modal). 
d. Pekerjaan. 
                                                             
75
 Abdurrahman al-Jaziri, Khitabul fiqih..., hal.139 
57 
 
 
Syarat-syarat syirkah dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam: 
1. Syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau 
kongsi itu haruslah : 
a. Orang yang berakal 
b. Baliqh 
c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan) 
2. Syarat-syarat mengenai modal yang disertakan dalam serikat, 
hendaklah berupa: 
a. Modal yang dapat dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam 
bentuk uang) 
b. Modal yang dijadikan satu oleh masing-masing persero yang 
menjadi harta perseroan, dan tidak diperbolehkan lagi dari mana 
asal-usul modal itu.
76
 
Dalam akad hukum Islam khususnya pembahasan pertanggungan 
risiko jika dilihat dari syarat atau rukun tersebut apabila terjadi risiko 
maka keduanya terdapat kesepakatan untuk mengantisipasi Mahal ini, 
maka dari itu dapat disepakati apabila tidak saling manzholimi. Jika hal 
itu telah dijalankan maka telah sesuai dengan hukum Islam.  
Jumhur ulama 4 mazhab berpendapat bahwa modal dalam 
perkongsian harus jelas dan ada. Tidak boleh berupa hutang atau harta 
yang tidak ada ditempat. Kemudian modal harus bernilai dan berharga 
secara mutlak. Ulama fiqih 4 mazhab juga sepakat bahwa modal harus 
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berupa sesuatu yang bernilai dan tampak. Syarat mengenai modal 
haruslah modal yang dihargai (lazimnya berbentuk uang) dan modal harus 
dijadikan satu oleh masing-masing perusahaan.  
Dalam skripsi ini membahas tentang kerjasama sebuah perusahaan 
dan peternak beserta pertanggungan risiko yang terjadi dalam kerjasama. 
Jika dikaitkan dengan akad syirkah maka kerjasama antara PT. Karya 
Semangat Mandiri dan peternak sudah sesuai dengan hukum Islam, yang 
mana prosedur dan pertanggungan yang diberikan PT. Karya Semangat 
Mandiri mempunyai kejelasan terhadap peternak.  
Kejelasan tersebut ialah PT. Karya Semangat Mandiri mampu 
menjalankan kerjasamanya dengan peternak dalam usahanya. Bisa dilihat 
dari sistem pertanggungan yang diberikan oleh PT. Karya Semangat 
Mandiri, mereka telah memberikan kesepakatan di awal perjanjian 
mengenai pertanggungan risiko yang akan terjadi dikemudian hari. Oleh 
karena itu, pertanggungan risiko yang diberikan oleh PT. Karya Semangat 
Mandiri kepada peternak sudah memenuhi unsur kejelasan. 
Jika ada keuntungan, dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal 
dan pengelola modal, sama halnya jika terjadi kerugian maka risiko yang 
dihadapi akan ditanggung berdasarkan kesepakatan atau bagaimana besar 
kecilnya kerugian yang terjadi. Namun demikian, jika terjadi kerugian 
dikarenakan kesengajan pengelola atau pengelola melanggar syarat-syarat 
yang telah ditetapkan oleh PT. Karya Semangat Mandiri maka risiko 
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sepenuhnya ditanggung oleh pengelola dan penyelesaiannya pun 
tergantung dari bagaimana permasalahan tersebut.
77
 
Berdasarkan hasil pengamatan penulis, penelitian ini fokus pada bentuk 
kerjasama terhadap pertanggungan risiko yang dihadapi oleh PT.Karya Semangat 
Mandiri dan peternak yang mengalami kerugian. Berdasarkan wawancara dengan 
peternak, kerjasama dalam mengelola ayam ini sangatlah baik, dalam artian 
perusahaan mau bekerjsama dalam menghadapi risiko yang terjadi. 
Apabila risiko yang terjadi pada kerjasama antara PT. Karya semangat 
Mandiri dengan peternak disebabkan oleh faktor alam seperti kebakaran, bencana 
alam, flu burung, rusak kandang, dan gagal panen maka hal ini ditanggung oleh 
kedua belah pihak tergantung bagaimana permasalahan tersebut. Namun apabila 
terjadi kerugian yang disebebkan oleh si peternak maka hal ini ditanggung oleh 
peternak bahkan perusahaan akan memutuskan kontrak kerjasamanya jika risiko 
yang terjadi sudah di skala besar.  
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  Wawancara dengan Lukman, peternak di PT.Karya Semangat Mandiri, pada tanggal 
21 September 2018, di Indrapuri 
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BAB EMPAT 
PENUTUP 
Bab ini merupakan bab terakhir dari sitematika pembahasan skripsi dan 
merangkum kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta memberikan 
beberapa saran yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. 
4.1.   Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan pada bab-
bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kerjasama yang dilakukan antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan 
peternak berawal dari peternak yang mengajukan permohonan kerjasama 
kepada perusahaan dalam mengelola usaha ayam potong dengan 
menyediakan lahan dan kandang. Setelah permohonan kerjasama disetujui 
maka perusahaan akan melakukan pemeriksaan lokasi kandang untuk 
memastikan apakah lokasinya cocok atau tidak. Perusahaan akan memberi 
modal berupa ayam, bibit, pakan ternak, dan obat-obatan. Keuntungan dan 
risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.  
2. Pertanggungan risiko yang diterapkan PT. Karya Semangat Mandiri sudah 
tepat dan sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah disepakati di awal 
dengan perjanjian tertulis yang telah dibuat oleh perusahaan. Pembagian 
keuntungan antara perusahaan dan peternak di Indrapuri Aceh Besar  
dilakukan secara adil, jujur, dan transparan, di mana peternak akan 
mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan perusahaan mendapatkan 
imbalan atas pemasokan modalnya. Sistem pertanggungannya pun sudah 
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dikatakan adil karena ketika terjadi kerugian sama-sama menanggung 
risiko yang terjadi, dimana ketika terjadi kebakaran peternak dan PT.Karya 
Semangat Mandiri langsung mengambil tindakan untuk menyelesaikan 
masalah tersebut.  
3. Akad syirkah antara PT.Karya Semangat Mandiri dengan peternak sudah 
memenuhi rukun dan syarat yaitu sighat, „aqid, dan mahal. Dalam 
pelaksanaanya keuntungan dan risiko sudah sesuai dengan perjanjian; 
tidak ada yang merasa dirugikan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa akad 
antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan peternak sudah memenuhi 
kriteria syar‟i.  
 
4.2      Saran 
Setelah melakukan penelitian ada beberapa saran yang ingin penulis 
sampaikan, yaitu sebagai berikut: 
1. Kepada peternak, perlunya pemahaman terhadap akad perjanjian 
kerjasama (syirkah) dengan perusahaan untuk menghindari 
perselisihan yang terjadi dimasa yang akan datang dengan diadakannya 
penyuluhan hukum tentang akad Musyarakah ini sehingga peternak 
mengetahui sistem ekonomi menurut syariah (hukum Islam) dan bisa 
mempraktekannya  dikehidupan sehari-hari.  
2. Kepada perusahaan yang melakukan kerjasama dengan peternak untuk 
meningkatkan lagi sistem kerjasama yang telah diterapkan agar supaya 
meningkatkan kualitas kerja yang handal dan profesional. 
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